Apakah Ahtisari Berhak Mendapat Nobel Perdamaian?
Dalam beberapa bulan terakhir, Aceh kembali menjadi sorotan dunia. Pertama karena kembalinya Hasan Tiro, tokoh legendaris perjuangan kemerdekaan Aceh ke kampung halamannya. Yang kedua adalah penganugerahan hadiah Nobel kepada Martti Ahtisari, mediator proses perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM yang menghasilkan MoU Helsinski tahun 2005 yang lalu. Kehadiran Hasan Tiro dinilai banyak pihak sebagai hal yang positif.Terlebih karena dalam pesan yang disampaikannya, tokoh yang sangat berpengaruh dalam perjuangan GAM ini menyiratkan dukungan penuhnya pada proses perdamaian yang telah berlangsung di Aceh. Terpilihnya Ahtisari sebagai penerima hadiah Nobel ini juga menggambarkan bagaimana proses perdamaian di Aceh menjadi inspirasi bagi dunia internasional. Namun ada yang menarik sehubungan dengan penganugerahan hadiah Nobel ini. Kishore Mahbubani, dekan  Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura berkomentar bahwa  hadiah nobel tersebut lebih berhak untuk diberikan kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Mahbubani lebih lanjut menambahkan bahwa  para anggota komite hadiah Nobel menjadi tahanan masa lalu. Sebab para anggota komite berasumsi bahwa mereka hidup di era dominasi Barat dalam sejarah dunia. Pendapat Mahbubani dapat dimengerti apabila kita melihat dari sudut pandangnya yang percaya kepada kekuatan “timur”, diantaranya lewat bukunya “ The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Power to the East”. Pandangannya tersebut kemudian diaplikasikan ke dalam kasus perundingan damai Aceh. Pesannya cukup jelas,bahwa hasil positif proses perdamaian ini sangat dipengaruhi oleh peran pemimpin Negara Indonesia. Terjadinya perundingan ini tidak seharusnya dilihat sebagai konflik di negara berkembang di Asia, dimana kemudian seorang dari salah satu negara “barat” masuk untuk mendamaikan dan menjadi pahlawan.  Namun keterlibatan aktif dari pemimpin negara yang sedang berkonflik tersebutlah yang sebenarnya menjadi kunci perdamaian. Bagaimanakah sebenarnya peran Ahtisari dalam proses perdamaian Aceh tersebut? Apakah benar yang dinilai oleh Mahbubani bahwa SBY dan JK lah yang lebih pantas diberikan anugerah Nobel?
Seperti yang dikemukakan oleh William Zartman (1995) perang sipil seperti yang terjadi di Aceh  merupakan salah satu jenis konflik yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk diselesaikan mengingat nature-nya sebagai asymmetrical conflict. Bentuk asimetris ini terjadi karena pada sebagian besar kasus, pemerintah memillki kekuatan yang relatif  lebih besar dibanding dengan kelompok pemberontak (rebel group). Penyelesaian yang diambil untuk menangani kasus ini umumnya bersifat satu arah. Pemerintah akan berusaha untuk menumpas gerakan pemberontak ini tanpa menyisakan ruang untuk negosiasi dan dialog. Isu yang terdapat dalam perang sipil juga disebut sebagai less divisible stake, karena bersifat sulit untuk dinegosiasikan atau dikompromikan,karena menyangkut masalah kedaulatan. Peran pihak ketiga pun dengan sendirinya menjadi tidak terlalu signifikan karena seperti yang dikatakan oleh Benjamin Schwartz (dikutip oleh Hampson, 1996), pihak ketiga akan cenderung memilih untuk menunggu kedua pihak yang bertikai mencapai titik kelelahan (exhaustion) dan kemudian melakukan intervensi lewat peacekeeping operation. Pilihan lainnya adalah menolong salah satu pihak untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.  Namun memasuki dekade 90-an, trend ini berubah. Sisk (1991) memaparkan bahwa antara tahun 1989-1998 terdapat peningkatan jumlah konflik yang berakhir melalui perundingan damai. 
Dalam setting inilah proses perundingan Aceh dimulai. Keterlibatan pihak ketiga dalam kasus Aceh baru dimulai pada tahun 2000, era pasca reformasi, lewat keterlibatan Henri Dunant Center (HDC). HDC memfasilitasi dua perundingan, yaitu Humanitarian Pause tahun 2000 dan Cessation of Hostilities tahun 2001. Kedua perundingan tersebut gagal mencapai hasil yang diharapkan. Pada awal terbentuknya pemerintahan SBY dan Kalla pada tahun 2004 proses perudingan tersebut kembali dimulai oleh Ahtisari lewat kelompok think thank yang didirikannya, Crisis Management Initiative (CMI). Proses tersebut akhirnya berujung ke meja perundingan di Helsinki yang menghasilkan MoU pada bulan Agustus 2005.  
Ditinjau dari faktor-faktor yang dipaparkan berikut ini, akan terlihat bahwa keterlibatan Ahtisari sebagai mediator bukanlah menjadi sebab tunggal keberhasilan perdamaian di Aceh. Mengutip yang dijelaskan oleh Zartman (2001) konflik di Aceh dapat dikategorikan sebagai telah “matang” bagi suatu upaya resolusi secara damai (ripe for resolution). Ada beberapa faktor yang menyumbang bagi kondisi kematangan konflik Aceh ini. 
Faktor pertama adalah baik GAM maupun Pemerintah RI sama-sama mencapai kondisi mutually hurting stalemate, yaitu suatu kondisi dimana kedua belah pihak tidak lagi merasakan bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan untuk mencapai keuntungan sepihak ,dan mulai memikirkan alternatif lain. Asumsi dasar dari mutually hurting stalemate ini terletak dari analisa cost-benefit, dimana pada saat pihak yang bertikai berada tahap pain producing path, mereka menyiapkan pencarian alternatif yang lebih menguntungkan. Dari kedua belah pihak, perang yang telah berjalan lebih dari tiga dekade ini telah menghabiskan banyak kerugian materil, walaupun kerugian di pihak GAM diestimasikan lebih besar ketimbang yang dialami oleh Pemerintah RI. Terjadinya gempa bumi dan tsunami pada penghunjung tahun 2004  menjadikan kondisi hurting stalemate ini semakin kuat. Hal ini diakibatkan karena tingkat kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam ini adalah sangat besar dan berdampak sama bagi kedua belah pihak, baik pihak Pemerintah RI (khususnya TNI) dan GAM. 
Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah terpilihnya duet SBY dan Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dua figur ini merupakan pendorong bagi berjalannya proses perdamaian di Aceh. Kalla dengan aspirasi pribadinya untuk mendorong dialog sebagai upaya perdamaian, seperti yang dlakukannya lewat Perjanjian Malino. SBY berperan dalam mengkonsolidasi kelompok  militer yang secara umum menentang setiap upaya damai dengan pihak GAM.  Dari GAM , group cohesion, serta pemisahan yang cukup tegas antara sayap politik di Swedia dan pasukan lapangan menjadi faktor positif bagi upaya perundingan ini. Kohesi sebuah rebel group sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh elemen dalam grup tersebut akan mengikuti perundingan damai. Kohesi yang lemah akan memunculkan faksionalisme seperti yang terjadi dalam kasus perpecahan MNLF-MILF di Mindanao, Filipina Selatan. 
Faktor-faktor tersebut mendorong kepada terciptanya kondisi ripeness dari konflik di Aceh. Namun seperti yang dikatakan Zartman, ripeness hanya merupakan kondisi awal bagi dimulainya suatu negosiasi damai. Namun ripeness tidak cukup serta tidak juga menjamin bagi tercapainya hasil yang positif dalam perundingan damai tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran aktor luar untuk dapat membantu pihak yang bertikai menyadari keinginan mereka akan sebuah perdamaian dan membantu memfasilitasi prosesnya. Dalam kasus Aceh, keterlibatan peran aktor internasional menjadi penting karena keinginan GAM untuk menginternasionalisaikan perjuangan kemerdekaan menjadi salah satu agenda utama mereka (Schulze, 2004) 
Disinilah kemudian Ahtisari memainkan peran sebagai mediator, untuk memanfaatkan kondisi kematangan konflik Aceh bagi terciptanya sebuah perdamaian. Jacob Berkovitch (1991) menyebutkan bahwa karakteristik  dan identitas mediator berpengaruh bagi keberhasilan sebuah perundingan perdamaian. Dalam perundingan Helsinki, Ahtisari didukung oleh setidaknya dua hal, yaitu factor penerimaan (acceptability) dari pihak-pihak yang bertikai  serta kemampuan personalnya (capability). Keterlibatan Ahtisari dapat diterima oleh kedua belah pihak karena statusnya yang unik. Lewat CMI, yang didirikannya, proses mediasi ini tidak dikategorikan sebagai track one mediation. Track one mediation, atau proses mediasi yang dilakukan oleh aktor yang mewakili negara, merupakan hal sensitif dalam penyelesaian damai kasus-kasus perang sipil. Hal ini terjadi karena kehadiran track one mediator dianggap sebagai ketidakmampuan sebuah negara untuk menangani masalah domestiknya, sekaligus ancaman bagi kedaulatan negara tersebut. Status CMI sebagai NGO internasional membuat kehadiran Ahtisari menjadi lebih diterima oleh Pemerintah RI. Di lain pihak, keterlibatan  CMI dianggap cukup bagi GAM sebagai tanda internasionalisasi perjuangan kemerdekaannya. Figur Ahtisari sebagai mantan presiden Finlandia sekaligus pengalamannya di PBB membuatnya secara personal menjadi figur yang dihormati daan memiliki kewibawaan tinggi. 
Lewat pengalaman intensifnya dalam dunia diplomasi, Ahtisari dinilai mampu menjembatani komunikasi antara pihak RI dan GAM. Kedua pihak didorong untuk berunding secara terbuka. Dari tujuh tahapan perundingan, hanya satu tahapan yang menggunakan perantara (convener). Hal penting lainnya adalah Ahtisari sangat menjaga kerahasiaan proses perundingan. Tidak boleh ada hasil perundingan yang diberikan kepara publik atau pers sebelum proses selesai. Hal ini diperlukan untuk mengontrol berkembangnya rumor dan spekulasi yang akan membuat kepercayaan antar kedua pihak menjadi berkurang. Kita dapat berkaca dari pengalaman kegagalan perundingan perdamaian di Thailand Selatan. Perundingan yang dimediasi oleh Indonesia itu gagal karena ada beberapa hasil dari perundingan yang bocor kepada pihak luar. Kemampuan untuk mengatur arus informasi tersebut hanya dapat dilakukan oleh mediator yang memilki kapabilitas tinggi. 
Ahtisari juga memanfaatkan jaringan internasionalnya yang luas untuk membentuk Aceh Monitoring Mission. Pembentukan  AMM yang terdiri dari Negara-negara ASEAN dan Uni Eropa berperan penting bagi keberlangsungan hasil perundingan. Adanya sebuah misi pengawas yang kredibel akan menjamin kedua belah pihak melaksanakan secara konsisten hasil-hasil perundingan yang telah tercapai. Dalam prakteknya, banyak pihak menilai bahwa AMM mampu menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik. 
Dari beberapa pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran Ahtisari memegang peranan penting dalam dihasilkannya penyelesaian damai konflik Aceh. Namun harus juga dipahami bahwa kehadiran Ahtisari merupakan elemen pendukung, dan bukan sebab tunggal terciptanya perjanjian damai di Aceh. Faktor-faktor positif dan situasi yang kondusif bagi terciptanya perdamaian telah muncul sebelum keterlibatan Ahtisari. Benar adanya bahwa SBY dan JK mendorong terjadinya perundingan damai tersebut. Namun yang tidak dapat dikesampingkan juga adalah dukungan mayoritas rakyat Indonesia dan penduduk Aceh, khususnya, yang telah lelah menyaksikan konflik tak berkesudahan selama hampir tiga dekade. Mungkin idealnya, SBY dan JK juga menerima hadiah Nobel tersebut, seperti yang terjadi pada penganugerahan Nobel secara bersama-sama untuk Simon Peres dan Yasser Arafat. Tetapi hadiah nobel hanyalah sebuah simbol, sehingga tidak perlu ada polemik berkepanjangan tentang hal ini. Yang lebih penting adalah pesan dan lesson learned yang dapat diambil. Pesan terpenting dari penganugerahan Nobel perdamaian tahun ini telah disuarakan,yaitu bahwa penyelesaian konflik internal dapat diselesaikan lewat jalan damai. Dan Ahtisari, tentulah tetap berhak dan pantas menerima Nobel Perdamaian 2008. 
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